BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan
Setelah dilakukan pengujian terhadap kelima hipotesis yang terdapat dalam
penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja secara parsial memiliki kontribusi terhadap akuntabilitas
kerja sebesar 36%, dikarenakan pengukuran kinerja merupakan tolok ukur
untuk penetapan rencana program kegiatan dan anggaran yang akan
direalisasi.

2. Penghargaan dan hukuman secara parsial memiliki kontribusi terhadap
akuntabilitas kinerja sebesar 11,9%. Penerapan terhadap nilai-nilai serta
peraturan-peraturan akan mempengaruhi perilaku pegawai yang mengarah
pada komitmen organisasi dan pegawai merasa penghargaan dan hukuman
telah sesuai penerapannya.

3. Kontrak kinerja secara parsial memiliki kontribusi terhadap akuntabilitas
kinerja sebesar 13,1%. Kontrak kinerja berkontribusi dalam peningkatan
kinerja dikarenakan sistematis dalam pengerjaan suatu kegiatan dan
pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan.

4. Kontrol eksternal dan internal secara parsial memiliki kontribusi terhadap
akuntabilitas kinerja sebesar 20%. Kontrol dibutuhkan agar program kerja
yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai rencana program dan

anggaran.
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5. Pertanggungjawaban manajemen secara parsial memiliki kontribusi

5.2

terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 5,3%. Pemangku kepentingan perlu
mengekspresikan profesionalitas dalam mengontrol output dan outcome
secara optimal.

Secara simultan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari pengukuran
kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan
internal dan pertanggungjawaban manajemen memberikan kontribusi
terhadap akuntabilitas kinerja di Instusi Pendidikan Pemerintah X sebesar
86,4%, sedangkan 13,6% lainnya diberikan oleh variabel lain yang tidak

diteliti, seperti misalnya kompetensi, kepemimpinan, dan lain-lain.

Saran

Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk dilakukan di institusi lain
atau bahkan memperluas wilayah penelitian, agar dapat memberikan hasil
yang memiliki validitas lebih baik.

Penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel, agar hasil penelitian
dapat lebih menggambarkan keadaan sebenarnya dan menambah variabel
lain seperti: disiplin kerja, pemanfataan teknologi informasi, kompetensi,
dan penerapan akuntabilitas keuangan.

Penggunaan mixed methods sangat disarankan bagi penelitian selanjutnya,
karena dengan menggunakan teknik ini, maka hasil yang diperoleh dapat
digali lebih dalam dan dapat melihat dari sudut pandang yang beragam dan

kaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu analisis saja.
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